Menimbang

Mengingat

Lampiran :

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

CAMAT KLAPANUNGGAL

Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada
masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu
memberikan izin Operasional Penyelengaraan Pendidikan Anak Usia Dini
diwilayah Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 ,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah ,terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indoresia Tahun
2010 Nomor 23 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerinkah Nomor 66
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 877);

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014

tentang Pendirian Satuan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Tahun
2014 Nomor 1279);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

8. Peraturan







PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman No. 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong - 16914
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TEGAR peRIMAY

Cibinong,16 September 2025

Nomor : 400.3.1/170-PAUDDIKMAS
Lampiran D -
Perihal : Rekomendasi

Yth. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)
Di Jakarta

Memperhatikan Surat Dari Ketua Pengelola PAUD SPS AL-QUR'AN AL-
MUBAROKAH Nomor: 08/PAUD.AR.A/VIII/2025 tanggal 8 Agustus 2025 Perihal:
Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut:

Nama Pengelola . Grandis Ayumi Sari, S.Pd

Nama Satuan Pendidikan . PAUD SPS AL-QUR'AN AL-MUBAROKAH

No. ljin Operasional :400.3.2/49| /IKpts/IPAUDNF/Kec.Klp/2025

Alamat Lembaga . Kp. Rawaragas RT 013/007 Desa Bojong
Kec.Klapanunggal Kab.Bogor

Lembaga Penyelenggara . YAYASAN ALDA AL MUBAROKAH BOJONG

No. SK Kemenhumkam :  AHU-0019597.AH.01.04.Tahun 2020

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan PAUD SPS AL-QUR'AN AL-
MUBAROKAH untuk mengajukan NPSN baru berdasarkan dokumen persyaratan
adminstratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala,
Sekretaris Dinas
Kabid Pembinaan PAUD dan Dikmas
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Siswanto, S.Pd.,M.Si
NIP. 197106011998021004

Tembusan:
1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;

3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
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